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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkanuraian yang telahdikemukakanpadabab-babterdahulu, 

makapenulisdapatmenariksimpulanmengenaiPraktekBadan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (Analisis HukumEkonomiSyariah)”,adalahsebagaiberikut: 

1. AnalisisPraktekBadan Penyelenggara Jaminan Sosial 

denganHukumEkonomiSyariah 

Pasal 14, 15 dan 16 iniadalahtentangpendaftaranpeserta BPJS 

padabab 5 tentangKepesertaandaniuran. 

Dalampelaksanaanpendaftaraninibertentangandalamprinsipsyariah, 

halinikarenadalampendaftaran BPJS 

tidakdisebutkanpenggunaanakaddalamhaltentangakad yang 

akandigunakanataudalambentukperjanjian yang akandigunakan. 

dengantidakdisebutkannyaakadapa yang 

akandigunakanmakadengandemikiantidakdapatdijelaskanataudiketahui

apakahperjanjianatautransaksi yang akandilakukanoleh BPJS 

dancalonpesertatelahmemenuhirukun-

rukunsertasyaratkeabsahanakaddalam Islam. 

Peraturan BPJS no 1th 2014 pasal 35 ayat 4menyebutkan 

“keterlambatanpembayaraniuranjaminankesehatan yang di 

maksudpadaayat (1) olehpemberikerjapenyelenggaranegara, di 

kenakandenda administrative sebesar 2% perbulandari total iuaran 
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yang tertunggak, paling banyakuntukwaktu 3 bulan, yang di 

bayarkanbersamaandengan total iurantertunggakolehpemberikerja”. 

seseorang yang 

berhutangdanterlambatdalampembayarannyatidakbolehdibebanidengan

membayardendakarenainitermasukriba yang 

diharamkankecualijikaiamampudantidakadaitikadbaikuntukmembayar 

UU BPJS no.24 th 2011 pasal 11 dan UU SJSN no 40 2004 

pasal 1 ayat 7 sertaperaturanBPJS  no.1 th 2014 pasal 33, 

menyebutkanbahwajaminansosialdisimpandalam bank pemerintah 

yang ditunjuk. Pelayanan yang diterimaolehpeserta BPJS 

adalahhasildariinvestasi  ribawi. Peserta BPJS 

sengajamelakukanakadinvestasi yang disimpandalam bank-bank 

konvensionaldanhasilnyamerekaterimaberupapelayanankesehatan. 

2. solusi atas permasalahan Praktek Badan Penyelenggara Jaminan 

SosialMenurutHukumEkonomiSyariah 

Akad yang dapatdigunakanpada BPJS 

menurutpenulisadalahakadtabarru’ padaasuransisyariah, 

dimanaakadinitelahdifatwakanolehDewanSyariah Nasional MUI. 

Fatwa No.53 tahun 2006 mengenaiakadtabarru’ 

padaasuransisyariahinitelahmenjelaskanpenggunaanakadtabarruuntuka

suransibersamaantarpeserta. Hasildaripengelolaan dana tabarru’ 

atauhibah yang 

dilakukanolehperusahaanadalahsepenuhnyamenjadihakkolektifdaripes
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erta. Perusahaan dapatmemperolehujrahatau fee, jikaakad yang 

digunakanwakalahbilujrah. 

Untukmenghindariadanyaribadalamundang-

undanginimakatidakperluadanyadendadalampasal 17 ayat 2 poin b. 

sehinggasanksicukupdenganpoin a. tegurantertulisdanpoin c. 

tidakmendapatlayananpublik. 

Penempatan dana BPJS Kesehatantidak di lakukanpada bank syariah, 

namunpada bank konvensional. Menurutekonomisyariah bank 

konvensional di nyatakan haram karenaadariba di 

dalamnyamakasecaraekonomisyariahinvestasipada bank konvensional, 

bursa efek Indonesia danreksadana non syariahtidak di benarkan, 

haram hukumnyakarenaadariba di dalamnya, makahendaknya di 

dalamperaturanpemerintahinvestasiini di lakukan di bank syariah 

B. Saran 

Saran 

daripenulissebagaitidaklanjutdaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: 
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1. BagiPemerintahsebagaipembuatundang-

undangdanperaturanmengenaiBadanPenyelenggaraJaminanSosialmem

berikankesempatanpadaumatislamuntukmenjalankankegiatanmuamala

hsesuaidengantsyariatislammelaluiundang-undang yang 

berlaku.Pemerintahjugasegeramungkinmengupayakanapa yang telah di 

sarankan MUI untukmembuat program jaminan social syariah 

2. Bagi BPJS sebagaipelaksanadanpengelola dana 

pesertahendaknyamelakukanperbaikanpadaakaddenganmemberikanpili

hanakad yang sesuaidandapat di digunakanolehpemeluk agama 

islamdaninvestasi dana pesertajuga di lakukantidakhanyapada bank 

konvensional. 

3. Bagi DSN membuatkan fatwa yang 

berhubungandenganpelaksanaanjaminansosialsehnggalebihjelasaturan 

yang dapat di terapkanolehBadanPenyelengaraJaminanSosial. 

4. Masyarakattetapmenggunakan BPJS karenanilaimanfaatnya yang 

sangatbesarselainmanfaat BPJS 

jugadapatmeningkatkannilaisosialdalamhaltolongmenolong di 

dalammasyarakat. 

5. Adanyapenelitianlanjutan yang menelitibagaimanapelaksanaan di 

lapangantentang BPJS 

kesehatansesuaiundangundangdantinjauanregulasi BPJS. 

 


